BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman Indonesia adalah realitas yang tidak bisa diabaikan dalam

uti ajaran leluhur/nenek moyang tentang carn me

yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Dircktorat
Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian
Pendidikan dan Buds ya mencatat ada 187 aliran kepercayaan dengan pengikut

sebanyak 12 juta orang yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia (Ratu, 2018).



Selama ini, para penghayat kepercaysan kurang dianggap eksistensinya
oleh negara dan tidak memiliki tempat yang layak dalam kehidupan sosial di
masyarakat, Pembedaan terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia berawal
pada lemahnya suara mereka di dalam pemerintahan saat negara Indonesia dibentuk

Kependudukan menyatakan bahwa Pmshn}fﬂl kepercayaan dapat mengosongkan
kolom agama dalam KTP dan tetap dilayani dan dicatat ke dalam data
kependudukan. Hal ini membentuk stigma bahwa penghayat kepercayaan sama
dengan ateis karena tidak memiliki agama.



Kesulitan dalam mendapatkan hak sebagai warga negara ini sangat
dirasakan oleh kelompok penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kelompok penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menganut
nilai-nilai tradisional. Penghayat kepercayaan sering mendapat diskriminasi yang
dirasakan oleh penghayat kepercayaan dikrenakan adanya perbedaan perlakuan

ndan Ne Falian 2013 tentang Administrasi

tidak muodah. Penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarts memilih
untuk tidok mevakini dari enam agama yang sah dan diakui di Indonesia, namun
memilih untuk meyakini kearifan lokal sebagaiamana kepercayaan kepada Tuhan
Yang Maoha Esa yang berasal dari ajaran para lefuburnya. Hal tersebut itulah yang

membuat penghayat kepercayuan Daerah Istimewa Yogyakarta sering mengalami



perlakuan diskriminasi dan mereka tidak menyerah dalam memperjuangkan hak-
hak sipil mereka di birokrasi pemerintahan.

Terdapat diskriminasi yang diperoleh kelompok pebghayat di Daersh
Istimewa Yogyakarta sebelum adanys Putusan MK Nomaor 97/PUU-XIV/2016,

kepercayaan di Diaerah Istimewa Yogyakarta. Penghayat kepercayaan juga sulit
untuk mendaftarkan perkawinan anak-anak mereka karena nama ayah meeka tidak

tercantum dalam akte kelahiran,



Dalam pandangan pada hak asasi manusia dan hak sipil, diskriminasi yang
dirasakan kelompok penghayst kepercayaan di Daersh lstimewa Yogyakarta
bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), karena
hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat atas hakikat dengan

kehadiran manusia sebagai mahluk Tuhan¥Yang

penghayat kepercayaan di Daerah s Yogyakarta dan juga masyarakat belum
mengetahui tentang kelompok penghavat kepercayaan khususnya di Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan mengangkat temtang kelompok —penghayat
kepercayaan. Masyarakat luas dapat mengetahui bahwa kelompok kepercayaan
adalah bagian dari budaya lokal yang sudoh ada sejak zaman nenek moyang dan
kekayaan yang dimiliki Indonesia. Keadilan yang diharapkan mampu memberikan



rasa aman dan kedamaian merupakan kunci bagi kelompok penghayat kepercayaan
untuk mendapatkan tempat dikalangan masyarakst serta turut aktif dalam
pemerintabian. Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor : 97PUU-XIV 2016, Mahkamah konstitusi mengabulkan
seluruh permohonan para penghayat kepeséiyaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Putuzan Mahkamah Konstitus: ber . 3 nlhmﬂmﬁr@uhnnuglﬂ

segar bagi_penghaval ke o ferhadap Tuhan Ying Maha Esa dapat
| i dalarn inistrasi lainya tanpa

pengakuan terhadap penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang
termasuk di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pengakuan terhadap hak setiap manusia
untuk memeluk agama dan memeluk aliran kepercayaan yang merupakan hak



Republik Indonesia Tahun 1945 penegasan atas peran yang dilakukan oleh Negara
untuk menjamin tiap-tiap merdeka dalam memeluk agama dan kepercayaan.

Prespektif Govermentality oleh Michael focault memandang bahwa
kekuasaan bekerja  melampaui metode hagemonik  (Mudhoffir, 2014).

dalamnya. Sistem tersebut pada saat yang sama mengubah praktik agama lokal
tersebut agar selaras lebih dekat dengan ‘“pembacaan skema negara”
(Herlambang, 2021}, Foucault menyebut bahwa negara modemn lahir saat
kekuasann menjadi  praktik vang dikalkulasikan. Baik Scott maupun Foucault
mengarahkan watak negara yang mengatur populasi melalui aparatus  dan



penyederhanaan ini berakar pads visi modemitasyang merupakan sifat intrinsik
negara (Focault, 2009).

Metode penelitian ini yaitu penyajian data, redukasi data, pengumpulan data
serta verifikasi/penarikan kesimpulan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik

kepercavaan di Daerah Istimewa Yogykaria sebelum dan sesudah Putusan

MK No.97/PUU-XIV/2016 7
13 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dijabarkan diatas, maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



|. Untuk mengetahui pemenuhan hak administrasi kelompok penghayat
kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.

2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak administrasi kelompok
penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehelum dan

sesudah Putusan MK Nomor 97/PUIL

ik eerfa hl‘ﬂjﬂ[ 'ﬂ'ltﬂg].hﬂl-lsiﬂ dan
melatih kemampuan berpikir untuk mengambil sebuah kesimpulan atas



b. Bagi Masvarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
ilmu pengetahuan, khususnya pada mahasiswa dan jadi bahan bacaan
maupun referensi di perpustakaan Universitas Amikom Yogyakarta.

hi mﬁhmmm s ..
berikut :

Pada bab ini akan dibahas beberapa sub pembahasan yang terdiri dari:
Landasan Teori, Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemiki

10



BABII

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas bebernpa sub pembahasan yang terdiri dan:
Desain Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Tempat Penelitian
dan Waktu, [nstrument Peneliti, Sumber Data Penelitian, Alat dan
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